BAB 111

PENUTUP

A. Kesmpulan
Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di

Kabupaten Sanggau merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian lalu lintas

Polres Sanggau. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka

penanggulangan agar pelanggaran lalu lintas di Polres Sanggau dapat

diminimalisir, akan tetapi dalam pel aksanaannya terdapat beberapa hambatan
baik kendala dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
maupun kendala yang terjadi di wilayah hukum Polres Sanggau sendiri.

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat memberikan kesimpulan

sebagai berikut:

1. Upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh
pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah
berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 terutama yang diatur dalam Pasal 12
mengenai tugas dan fungs yaitu dengan melakukan penyuluhan dan
pembinaan lalulintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah, secararutin
mengadakan acara pembuatan SIM masal di sekolah dengan biaya yang
lebih terjangkau, menggelar patroli lalu lintas secara teratur dan pemberian
sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang

dilakukan.
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2. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala pada pelaksanaan
UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih
terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang
melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda
sehinggatidak ada efek jerabagi s pelangar. Kendala yang dihadapi Polisi
lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara
sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah dikarenakan
kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan berlalu lintas,
sarana dan prasaranalalu lintas di wilayah Sanggau yang kurang memadai,
personil polis lalu lintas banyak yang kurang menjaankan
profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.

3. Upaya untuk mengatas kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam
penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor
diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal
12. Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Polis Lalu Lintas
mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota kepolisian agar lebih
patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dapat menjadi panutan bagi
masyarakat luas dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat,
melakukan survey sarana dan prasarana apa sgja yang kurang dan yang
perlu diperbaiki. Pihak Polres Sanggau menghimbau untuk memakai
kelengkapan berkendaraan seperti helm untuk sepeda motor, sabuk

keselamatan untuk mobil, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hormati
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semua pemaka jalan dan lainnya. Himbauan ini oleh Polres Sanggau

disikapi dengan tindakan nyata berupa patroli periodik yang terprogram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran
sebagal berikut:

1. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu
lintas yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas.

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana lau lintas yang mendukung
keselamatan lalu lintas dan disiplin bagi pemakai jalan.

3. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam upaya membantu pihak
kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seperti
mengendarai sepeda motor dengan memakai helm, membawa SIM dan
STNK, sepeda motor digunakan hanya untuk dua orang.

4. Bagi penegak hukum khususnya anggota Satlantas diharapkan untuk
mempunyai kualitas etika dan mora yang baik, profesionalisme dalam
mengemban tugas dan dapat menunjukkan kinerja yang bak secara
terkoordinasi dalam hal menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

5. Ke depannya diharapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi dalam
BAB XX UU Nomor 22 Tahun 2009 bagi pelanggar lalu lintas perlu
direvis dengan penerapan sanksi kumulatif antara kurungan dan denda
sehingga masyarakat yang melanggar lalu lintas akan dikenai sanks

kurungan dan denda agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan juga
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perlu direvis kembali mengenai uang denda akibat melanggar lalu lintas
yang dapat dititipkan kepada oknum kepolisian karena hal tersebut rawan
dari tindakan penyel ewengan.

6. Anak-anak yang masih dibawah umur yang melakukan tindak pelanggaran
lalu lintas dan disidangkan maka harus didampingi oleh orang tuanya atau

wali. Hal demikian karena anak-anak belum cakap hukum.
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